BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA GALUH
KABUPATEN CIAMIS DAN PT. BANK JABAR BANTEN, Tbk

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap
masyarakat telah dilakukan penambahan penyertaan
modal pada Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2006
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ciamis
pada Perusahaan Daerah Kabupaten Ciamis dan Bank
Jabar Banten Cabang Ciamis dan Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Ciamis Kepada
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten
Ciamis;

b. berdasarkan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat
melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik
Daerah yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan Perundang-undangan;

c. bahwa program perbaikan kinerja perusahaan pada
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten
Ciamis belum terealisasi 100% (seratus persen), serta
program menambah cakupan layanan menjadi 80%
(delapan puluh persen) penduduk, Pemerintah Daerah
harus mengalokasikan belanja modal pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 sampai
dengan Tahun 2019;



Mengingat

d.

—_

bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
menyatakan  Investasi  pemerintah daerah  dapat
dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam
tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam
peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri,

bahwa guna memenuhi Rasio Kecukupan Modal (CAR) PT.
Bank Jabar Banten, Tbk., maka perlu penambahan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank
Jabar Banten Tbk;

bahwa guna Kepentingan sebagaimana dimaksud pada
huruf a sampai e, maka Pemerintah Daerah perlu
memberikan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah
Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis dan PT. Bank
Jabar Banten, Tbk, yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984
tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah
dilingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun
2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh
Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis
Tahun 2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran
Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis
Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis
(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor
15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis
Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Daerah Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun
2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Ciamis Nomor 14).



Menetapkan :

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KEPADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM TIRTA GALUH KABUPATEN CIAMIS DAN
PT. BANK JABAR BANTEN, Tbk

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

(1)

Daerah adalah Kabupaten Ciamis.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Ciamis.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Penyertaan Modal Daerah adalah aset Pemerintah Daerah
yang diserahkan kepada Perusahaan Daerah dalam rangka
usaha kerjasama yang merupakan investasi Pemerintah
Daerah.

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten
Ciamis yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan
Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air
minum milik Pemerintah Kabupaten Ciamis

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga
dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum
Tirta Galuh Kabupaten Ciamis dan PT. Bank Jabar Banten,
Tbk.



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya dapat dilaksanakan dalam hal Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berkenaan
diperkirakan surplus.

Pasal 3

Akumulasi Penyertaan Modal Daerah pada PDAM sampai
dengan tanggal 31 Desember 2014 berdasarkan hasil audit
sebesar Rp.33.000.855.105; (tiga puluh tiga milyar delapan
ratus lima puluh lima ribu seratus lima rupiah).

Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada
PDAM Tirta Galuh Ciamis sampai dengan Tahun 2019
sebesar Rp.12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus
juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Tahun 2015 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar
lima ratus juta rupiah);

b. Tahun 2016 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar
lima ratus juta rupiah);

c. Tahun 2017 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar
lima ratus juta rupiah);

d. Tahun 2018 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar
lima ratus juta rupiah);

e. Tahun 2019 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar
lima ratus juta rupiah).

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank BJB sampai
dengan tanggal 31 Desember 2014 berdasarkan hasil audit
adalah sebesar Rp.8.180.274.337,- (delapan milyar seratus
delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga
ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada
PT. Bank Jabar Banten, Tbk (Bank BJB) Tahun Anggaran
2016 sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.400.000.000,-
(dua milyar empat ratus juta rupiah).

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan
Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis dan PT.
Bank Jabar Banten, Tbk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, untuk tahun-tahun berikutnya :

a. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten
Ciamis dapat diberikan sekurang-kurangnya sebesar
Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)
per tahun;



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank
Jabar Banten, Tbk (Bank BJB) dapat diberikan
sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua
milyar empat ratus juta rupiah) per tahun atau sesuai
nilai saham yang ditawarkan.

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada
tahun-tahun berikutnya, merupakan Penambahan
Penyertaan Modal yang diakumulasikan dalam neraca awal
Perusahaan Daerah.

Dalam keadaan tertentu Pemerintah Daerah dapat
mengurangi dan/atau menambah besaran penambahan
Penyertaan Modal sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

Setiap modal dasar yang berupa kekayaan Pemerintah
Kabupaten Ciamis yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2008
tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh
Kabupaten Ciamis ditetapkan sebagai penyertaan modal
Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Setiap penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah
pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten
Ciamis dan PT. Bank Jabar Banten, Tbk harus dicantumkan
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang APBD
dan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.

Dalam hal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh
Kabupaten Ciamis dan PT. Bank Jabar Banten, Tbk
mengalami kerugian atau tidak dapat memberikan
keuntungan secara berturut-turut selama 3 (tiga) tahun
berdasarkan hasil audit yang berwenang, maka penyertaan
modal dapat dihentikan baik bersifat sementara maupun
permanen.

Yang dapat dikecualikan dari penghentian penyertaan modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
kondisi/keadaan tertentu.

Penghentian pemberian penyertaan modal dilakukan setelah
mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Ciamis.

Pelaksanaan penghentian penyertaan modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis.

Pasal 7

Dalam hal besaran Penyertaan Modal dapat melebihi besaran
yang ditentukan, terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati berdasarkan
Peraturan Daerah ini.



Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 28 Agustus 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT:
(NOMOR 143/2015)



I.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA GALUH
KABUPATEN CIAMIS DAN PT. BANK JABAR BANTEN, Tbk

UMUM

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air, mengamanatkan Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum
rumah tangga dilakukan dengan pengembangan sistem penyediaan air
minum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah yang
dilaksanakan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik
Daerah penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum.

Berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan pendanaan atau melakukan
penyertaan modal guna meningkatkan kinerja pelayanan BUMN/BUMD
penyelenggara dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan
Usaha Milik Daerah yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Guna terpenuhinya Rasio Kecukupan Modal (CAR) PT. Bank Jabar
Banten, Tbk., diperlukan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
kepada PT. Bank Jabar Banten, Tbk juga agar Pemerintah Kabupaten Ciamis
mendapat manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya dari investasi untuk
meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah,
meningkatkan pendapatan daerah serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Dengan berakhirnya masa penyertaan modal berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Kabupaten Ciamis pada Perusahaan Daerah Kabupaten Ciamis
dan Bank Jabar Cabang Ciamis dan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis
Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Ciamis
Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis,
Pemerintah Daerah perlu memberikan Penyertaan Modal kepada Perusahaan
Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis dan PT. Bank Jabar
Banten, Tbk agar akselerasi Perusahaan Daerah meningkat.



Guna kepentingan tersebut, maka Pemerintah Daerah perlu
memberikan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta
Galuh Kabupaten Ciamis dan PT. Bank Jabar Banten, Tbk, yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas
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